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Lampiran 1. Kuesioner Penelitian 

 

Kepada Yth, 

Bapak/Ibu  

Di  

 Tempat 
 
 
Dengan Hormat, 
 
Sehubungan dengan penyelesaian studi sebagai mahasiswi Program 
Strata Dua (S2) Universitas Hasanuddin, peneliti bermaksud melakukan 
penelitian ilmiah untuk penyusunan tesis dengan judul “Pengaruh 
Penerapan E-Procurement dan Integritas terhadap Pencegahan 
Fraud Pengadaan Barang/Jasa dengan Intensi sebagai Variabel 
Moderasi pada Pemerintahan Kota Makassar”, maka saya sebagai 
peneliti, 
 
 Nama       : Dwi Utami 

 NIM       : A062181007 

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi 

  
Memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden 
dengan mengisi kuesioner ini secara lengkap. Data yang diperoleh hanya 
akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan sebagai 
penilaian kinerja ditempat Bapak/Ibu/Saudara/i bekerja, sehingga 
kerahasiaannya akan peneliti jaga sesuai dengan etika penelitian. Peneliti 
menyadari kesibukan dan keterbatasan waktu yang Bapak/Ibu/Saudara/i 
miliki. Namun, penelitian ini tidak dapat saya lakukan tanpa bantuan 
Bapak/Ibu/Saudara/i. 
Oleh karena itu saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i 
meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner penelitian ini. Apabila ada 
pertanyaan mengenai kuesioner dapat menghubungi 087 819 856 607 
atau email dwiutamy14@gmail.com 
 
 Demikian permohonan ini saya ajukan, atas bantuan 
Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terimakasih. 
 

 

Hormat Peneliti, 
 
 
 

Dwi Utami 
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No. Respon : 
 

KUESIONER PENELITIAN 
 

Identitas diri : 
Nama (boleh tidak diisi)  : 
Jenis Kelamin    : Laki-laki 
                Perempuan 
 

 
Umur     : < 35 Tahun                                                    

                                35-50 Tahun 

> 50 Tahun 
 
 
Pendidikan Terakhir   :  SMA D3 S3 
                 S1 S2 

 

 
Dimana Bapak/Ibu/Saudara/i bertugas saat ini  
Nama Badan/Dinas/Bagian/Kecamatan : 
 
Jabatan     :   
 
Lama Menduduki Jabatan ini   :  < 1 Tahun    
                          1 - 8 Tahun 

> 8 Tahun 
 

 
Keterlibatan dalam kegiatan pengadaan: 
 
    PA/KPA PPK 
 
    ULP   Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  

     Panitia Pengadaan 

                                   Pejabat Pengadaan  
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Petunjuk:  
Mohon Bapak/Ibu/Saudara/i memberikan pendapat atas pernyataan-
pernyataan berikut, sesuai dengan  tingkat persetujuan dengan 
memberikan tanda checklist (√ ) pada angka pilihan: 
1 = Tidak Pernah (TP) 3 = Kadang-kadang (KK)         5 = Selalu  (SL) 
2 = Jarang (JR)   4 = Sering (SR) 

  

PENERAPAN E-PROCUREMENT (X1) 

PERNYATAAN SL SR KK JR TP 

Tahapan Pelaksanaan E-Procurement 

Persiapan Pengadaan 

1. Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan paket 
pekerjaan dalam SPSE (Sistem Pengadaan Secara 
Elektronik) dengan memasukkan nama paket. 

     

2. Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan paket 
pekerjaan dalam SPSE (Sistem Pengadaan Secara 
Elektronik) dengan memasukkan lokasi pekerjaan. 

     

3. Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan paket 
pekerjaan dalam SPSE (Sistem Pengadaan Secara 
Elektronik) dengan memasukkan nilai pagu. 

     

4. Pejabat Pengadaan memasukkan ke dalam SPSE 
tentang metode pemilihan penyedia barang/jasa. 

     

5. Pejabat Pengadaan memasukkan ke dalam SPSE 
tentang metode penyampaian dokumen penawaran. 

     

6. Pejabat Pengadaan memasukkan ke dalam SPSE 
tentang harga perkiraan sendiri. 

     

7. Pejabat Pengadaan memasukkan ke dalam SPSE 
tentang persyaratan kualifikasi. 

     

8. Pejabat Pengadaan memasukkan ke dalam SPSE 
tentang jenis kontrak. 

     

9.  Pengadaan Barang/Jasa lebih besar dari Rp. 
300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) harus memiliki 
surat keterangan dukungan keuangan dari Bank 
sekurang-kurangnya 10% dari nilai pekerjaan untuk 
jasa konstruksi. 
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PERNYATAAN SL SR KK JR TP 

Pengumuman Pelelangan 

10. Pejabat Pengadaan mengumumkan paket lelang  
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

     

11. Masyarakat umum dapat melihat pengumuman 
pengadaan di website LPSE yang bersangkutan. 

     

Pendaftaran Peserta Lelang 

12. Penyedia melakukan pendaftaran sebagai peserta 
lelang pada paket pekerjaan yang diminati kemudian 
mengunduh (download) dokumen pengadaan/lelang 
paket pekerjaan tersebut. 

     

 
Penjelasan Pelelangan 

13. Proses penjelasan pelelangan dilakukan secara 
online tanpa tatap muka melalui website LPSE yang 
bersangkutan. 

     

 
Penyampaian Penawaran 

14. Penyedia yang sudah menjadi peserta lelang dapat 
mengirimkan dokumen atau file penawarannya 
dengan terlebih dahulu melakukan 
enkripsi/penyandian terhadap file atau dokumen 
penawaran dengan menggunakan Aplikasi 
Pengaman Dokumen (APENDO) yang tersedia 
dalam website LPSE. 

     

 
Proses Evaluasi 

15. Proses evaluasi administrasi terhadap file 
penawaran dilakukan secara manual (off line) di luar 
SPSE, dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut 
dimasukkan ke dalam SPSE. 

     

 
16. Proses evaluasi teknis terhadap file penawaran 

dilakukan secara manual (off line) di luar SPSE, dan 
selanjutnya hasil evaluasi tersebut dimasukkan ke 
dalam SPSE. 
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17. Proses evaluasi harga terhadap file penawaran 

dilakukan secara manual (off line) di luar SPSE, dan 
selanjutnya hasil evaluasi tersebut dimasukkan ke 
dalam SPSE. 

     

Lelang Gagal dan Pelelangan Ulang 

18. Pejabat Pengadaan memutuskan untuk melakukan 
pelelangan ulang terlebih dengan terlebih dahulu 
harus membatalkan proses lelang paket pekerjaan 
yang sedang berjalan pada SPSE. 

     

 
19. Pejabat Pengadaan memasukkan alasan 

penyebab pelelangan harus diulang. 

     

 
Pengumuman Calon Pemenang Lelang 

20. SPSE secara otomatis mengirim informasi 
pengumuman pemenang melalui email kepada 
seluruh peserta lelang paket pekerjaan tersebut. 

     

 
Sanggah 

21. Peserta lelang hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali 
sanggahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen 
suatu paket pekerjaan yang dilakukan secara online 
melalui SPSE. 

     

 
22. Pejabat Pengadaan untuk melakukan jawaban 

terhadap sanggahan peserta lelang yang dikirimkan 
setelah batas akhir waktu sanggah. 

     

 
Pasca Pengadaan 

 23. Dengan selesainya proses pengadaan melalui 
SPSE, Pejabat Pengadaan menyampaikan Surat 
Penetapan Pemenang kepada pemenang lelang 
secara tertulis disertai dengan asli dokumen 
penawaran paket pekerjaan tertentu. 

     

 
24. Pemenang lelang melakukan penandatanganan 

kontrak dengan pejabat terkait. 
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Metode Pelaksanaan E-procurement  

e-Tendering 

25. Tata cara pemilihan pemasok dalam sistem               
e-tendering dilakukan secara terbuka. 

 

     

26. Dalam sistem e-tendering dapat diikuti oleh semua 
pemasok yang terdaftar pada sistem pengadaan 
elektronik. 

     

 
e-Bidding 

27. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam 
sistem e- bidding dilakukan dengan cara 
penyampaian informasi. 

     

28. Dalam sistem e-bidding, data pengadaan dari 
penyedia barang dan jasa dimulai dari pengumuman 
sampai dengan pengumuman hasil pengadaan. 

     

29. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam 
sistem e- bidding dilakukan melalui media elektronik 
(media internet, intranet dan electronic data 
interchange (EDI). 

     

 
e-Catalogue 

30. Dalam sistem e-catalogue memuat daftar barang 
tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa. 

     

31. Dalam sistem e-catalogue memuat jenis barang 
tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa. 

     

32. Dalam sistem e-catalogue memuat spesifikasi teknis 

      detail barang tertentu dari berbagai penyedia barang 
dan jasa. 

     

33. Dalam sistem e-catalogue memuat harga barang 
tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa. 

     

 
e-Purchasing 

34. Dalam sistem e-purchasing tata cara pembelian 
barang dan jasa menggunakan sarana e-catalogue. 
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INTEGRITAS (X2) 
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Kejujuran 
1. Saya taat terhadap peraturan-peraturan baik 

diawasi maupun tidak diawasi 

     

2. Saya bekerja sesuai keadaan yang sebenarnya, 
tidak menambah maupun mengurangi fakta yang 
ada 

     

3. Saya tidak menerima segala sesuatu dalam 
bentuk apapun yang bukan haknya 

     

Keberanian 
4. Saya tidak dipaksa oleh orang lain dan tidak 

tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh orang 
lain guna mempengaruhi sikap dan pendapatnya 

     

5. Saya mengemukakan hal-hal yang menurut 
pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan 

     

6. Saya memiliki rasa percaya diri yang besar dalam 
menghadapi berbagai kesulitan 

     

Sikap Bijaksana 
7. Saya selalu menimbang permasalahan beserta 

akibat-akibatnya dengan seksama 

     

8. Saya mempertimbangkan kepentingan negara      

9. Saya tidak mempertimbangkan keadaan 
seseorang/kelompok orang atau suatu unit 
organisasi untuk membenarkan perbuatan 
melanggar ketentuan atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku 

     

Tanggung Jawab 
10. Saya tidak mengelak atau menyalahkan orang 

lain yang dapat mengakibatkan kerugian orang 
lain 

     

11. Saya memiliki rasa tanggung jawab bila hasil 
pekerjaannya masih memerlukan perbaikan dan 
penyempurnaan 

     

12. Saya memotivasi diri dengan menunjukkan 
antusiasme yang konsisten untuk selalu bekerja 

     

13. Saya bersikap dan bertingkah laku sesuai 
dengan norma yang berlaku 
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Petunjuk:  
Mohon Bapak/Ibu/Saudara/i memberikan pendapat atas pernyataan-pernyataan 
berikut, sesuai dengan  tingkat persetujuan dengan memberikan tanda checklist 
(√ ) pada angka pilihan: 
1 = Sangat Tidak Setuju (STS ) 3 = Netral (N )         5 = Sangat Setuju (SS ) 
2 = Tidak Setuju (TS )   4 = Setuju (S ) 

 

INTENSI (Z) 

PERNYATAAN SS  S  N TS  STS 

SIKAP TERHADAP PERILAKU FRAUD 

1. Saya tidak pernah memiliki persepsi rasionalitas 
bahwa risiko kecurangan yang rendah dari perilaku 
fraud. 

     

2. Saya tidak merasa nyaman atau merasa bersalah 
bila melakukan fraud. 

     

3. Saya tidak pernah “menyiasati” pengadaan 
barang/jasa untuk meng- ”goal”kan tujuan 
memperkaya diri/orang lain. 

     

 
NORMA SUBJEKTIF 
1. Saya tidak pernah merekayasa laporan pertanggung 

jawaban keuangan dengan bukti asli tapi fiktif. 

     

2. Saya tidak pernah menerima gratifikasi dari rekanan 
penyedia barang/jasa. 

     

3. Sedikit melanggar aturan atau permisif dalam 
penyimpangan merupakan hal yang tidak dapat 
diterima. 

     

4. Saya tidak pernah mengetahui bahwa pengadaan 
dengan penunjukan langsung yang dilakukan oleh 
beberapa rekanan dengan berbagai nama 
perusahaan ternyata substansinya pelaksananya 
sama. 

     

5. Saya tidak pernah melakukan kecurangan untuk 
mencapai tujuan pribadi. 
 

     

KONTROL PERILAKU 

1. Saya tidak berperilaku serakah untuk mendapatkan 
apa yang saya inginkan. 
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PERNYATAAN SS S N TS STS 

2. Saya tidak pernah menghalalkan segala cara untuk 
mencapai tujuan pribadi dan organisasi. 

     

3. Terjadi moral hazard atau sikap aji mumpung pada 
pejabat terkait, panitia pengadaan, atau pada 
rekanan/ penyedia barang dan jasa. 

     

4. Saya menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan 
barang/jasa. 

     

5. Tidak pernah terjadi persekongkolan antara 
pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa 
untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur. 
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PENCEGAHAN FRAUD PENGADAAN BARANG/JASA (Y) 

*TERIMA KASIH* 
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Memperkuat Kerangka Hukum 

1.  Menggunakan pedoman pengadaan  barang  dan  
jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam 
mencegah terjadinya korupsi. 

     

2. Menggunakan prinsip-prinsip dasar pengadaan 
secara konsisiten dalam melakukan pengadaan 
barang dan jasa. 

     

Prosedur Transparan 

3. Melaksanakan prosedur yang transparan dalam 
proses pengadaan barang. 

     

4. Melakukan seleksi terhadap pemasok atau kontraktor 
berdasarkan persaingan yang sehat. 

     

Membuka Dokumen Tender 

5. Membuka dokumen tender pada waktu yang telah 
ditetapkan. 

     

6. Membuka dokumen tender pada tempat yang telah 

    ditetapkan. 

     

7. Membuka dokumen tender dihadapan semua 
pengikut tender di depan umum. 

     

Evaluasi Penawaran 

8. Evaluasi penawaran dalam proses pengadaan barang 
dilaksanakan secara benar dan adil. 

     

9. Ada pejabat yang melakukan evaluasi penawaran 
dengan ingin mengarahkan keputusan pemenang 
pada pemasok tertentu. 

     

Melimpahkan Wewenang 
10. Melalui audit independen dalam menyingkapkan 

kesalahan atau manipulasi. 

     

11. Memberikan wewenang untuk menyetujui kontrak 
kepada pegawai/staff lain. 

     

Pemeriksaan dan Audit Independen 

12. Dalam kontrak besar, diperlukan waktu lebih dari dua 
tahun untuk menentukan pemenang, dari sejak  
penawaran diajukan. 

     

13.  Audit independen memainkan peran yang sangat 
penting dalam proses pengadaan di perusahaan. 
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Lampiran 2: Uji Validitas Dan Uji Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Penerapan E-procurement (X1) 
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Integritas (X2) 
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Intensi (Z) 
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Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa (Y) 
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b. Uji Reliabilitas 

Penerapan E-procurement (X1) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,963 34 

 

Integritas (X2) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,884 13 

 

Intensi (Z) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,915 13 

 

Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa (Y) 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,796 13 
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Lampiran 3: Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

X1 ,968 1,033 

X2 ,273 3,667 

Z ,271 3,696 

a. Dependent Variable: Y 
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c. Uji Heterokedastisitas 
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Lampiran 4: Pengujian Hipotesis 

a. Pengujian Sebelum Variabel Moderasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,844
a
 ,712 ,705 3,797 

a. Predictors: (Constant), Z, X1, X2 
b. Dependent Variable: Y 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4661,505 3 1553,835 107,801 ,000
b
 

Residual 1888,228 131 14,414   

Total 6549,733 134    

a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), Z, X1, X2 

 

                                                         Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) ,846 3,316  ,255 ,799 

X1 ,046 ,016 ,136 2,853 ,005 

X2 ,516 ,092 ,505 5,617 ,000 

Z ,341 ,092 ,335 3,718 ,000 

a. Dependent Variable: Y 
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b. Pengujian Moderated Regression Analysis (MRA) 

 

 
 

 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5365,496 5 1073,099 116,894 ,000
b
 

Residual 1184,237 129 9,180   

Total 6549,733 134    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X2Z, X1, X2, Z, X1Z 

 

 

 

 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,905
a
 ,819 ,812 3,030 

a. Predictors: (Constant), X2Z, X1, X2, Z, X1Z 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 120,204 24,955  4,817 ,000 

X1 -,333 ,143 -,630 -2,331 ,021 

X2 -,793 ,284 -,814 -2,790 ,006 

Z -1,681 ,461 -1,652 -3,644 ,000 

X1Z ,005 ,003 ,951 2,091 ,038 

X2Z ,025 ,005 2,400 4,578 ,000 

a. Dependent Variable: Y 
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ABSTRACT: This study aims to test and analyze the effects of e-procurement implementation and integrity to 

fraud prevention against the government procurement of goods/services fraud with intention as the moderating 

variable on the government of Makassar city. This research was conducted at the Makassar City Government 

Regional Apparatus Organization. Sampling was done purposively. Sampling was done purposively. Data 

obtained through distributing questionnaires to officials related to the procurement of goods / services on the 

government of Makassar city. The questionnaire was filled in by 135 respondents. Data were analyzed 

usingmoderated regression analysis (MRA). The results showed that (1) the application of e-procurement had a 

positive and significant effect on the prevention of fraud in the procurement of goods / services on the 

government of Makassar city; (2) integrity has a positive and significant effect on the prevention of fraud in the 

procurement of goods / services on the government of Makassar city; (3) the intention to moderate the effect of 

the application of e-procurement on the prevention of fraud in the procurement of goods / services on the 

government of Makassar city; and (4) the intention to moderate the effect of integrity on the prevention of fraud 

in the procurement of goods / services on the government of Makassar city. 
.KEYWORDS: E-procurement implementation, integrity, intention, prevention of Fraud in the procurement of 

goods / services on the government of Makassar city. 
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I. INTRODUCTION  
The increasingly complex development of the world economy has also been accompanied by the 

proliferation of fraud or commonly known as fraud in the financial sector. Fraudulent practices in the financial 

sector do not only occur in the private sector but also occur in the public or government sector. One of the 

common frauds in government circles is the criminal act of corruption. Fraud behavior is caused by three factors 

called the fraud triangle, namely pressure, opportunity, and rationalization (Tuanakotta, 2011). The driving 

factors for fraud according to Gone theory are greed, opportunity, need, and exposure (Karyono, 2013). 

One of the public service activities that have been highlighted by various media is because many 

government officials have to face the law for committing fraud, namely public service activities related to the 

procurement of government goods / services. The corruption case of  theelectronic identity cardapplication 

project is one example of a corruption case in the goods and services procurement sector in Indonesia. The state 

losses due to the corruption of the electronic identity cardare quite large, amounting to Rp. 2.3 trillionof the total 

project funds budgeted at Rp. 5.9 trillion.Another case also occurred in the construction project of the National 

Center for Education, Training and Sports Facilities in Hambalang or known as the Hambalang Case. The state 

loss due to this case amounted to Rp. 706 billion. Nearly 80% of corruption cases handled by the Corruption 

Eradication Commission came from the goods and services procurement sector. This proves that corruption in 

the process of procuring goods / services is common. Various laws and regulations and various institutions were 

established by the Government in an effort to tackle corruption. The number of acts of corruption in Indonesia 

should have decreased, but the reality has not changed and has even become increasingly rampant. With such a 

phenomenon. 
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Karyono (2013: 61) suggests that preventing fraud can be done in various ways from various sides, 

namely preventing fraud according to the Triangle Fraud Theory: (a) Reducing the siteional “pressure” that 

causes fraud; (b) Reducing the “chance” of committing fraud; (c) Reducing the “justification” for committing 

fraud by strengthening the personal integrity of employees. This view is reinforced by Gone Theory which 

explains that the scope of fraud can be narrowed through the implementation of an electronic-based system 

within an organization. 

Implementation of Presidential Decree Number 54 of 2010 and its amendments as amended in 

Presidential Decree Number 4 of 2015 concerning Procurement of Goods and Services, hereinafter referred to as 

Procurement of Goods and Services. This regulation requires that the procurement of fraud in the procurement 

of goods and services as a whole, from planning to the final work result. The implementation of an electronic 

goods / services procurement system or e-procurement has not become a guarantee of goods and services in the 

public sector be carried out electronically or what is commonly called e-procurement. The procurement of goods 

and services through e-procurement is one of the answers to optimism for a prosperous Indonesia free from 

corruption. E-procurement basically changes the implementation pattern that is manual and prone to violations 

into a systemic electronic system by reducing face-to-face so that automatically the opportunity for fraud is 

reduced. In fact, the implementation of e-procurement has not been able to reduce the causes for freedom from 

corrupt practices due to the lack of supervision during the procurement of goods / services so that it is easy to 

intervene by parties who are not directly related. The intervention occurred since the planning stage. It is not 

uncommon for the tender winner to be known from the start, so it is certain that there are corrupt practices. The 

implementation of an electronic goods / services procurement system or e-procurement has not become a 

guarantee for freedom from corrupt practices due to the lack of supervision during the procurement of goods / 

services so that it is easy to intervene by parties who are not directly related. The intervention occurred since the 

planning stage. It is not uncommon for the tender winner to be known from the start, so it is certain that there 

are corrupt practices. The implementation of an electronic goods / services procurement system or e-

procurement has not become a guarantee for freedom from corrupt practices due to the lack of supervision 

during the procurement of goods / services so that it is easy to intervene by parties who are not directly related. 

The intervention occurred since the planning stage. It is not uncommon in the auction stage that the winner of 

the tender is known from the start, so we can be sure that there is corruption. 

In addition to e-procurement, which is implemented as a solution in preventing the possibility of fraud, 

integrity is also needed. Fraud in e-procurement can also be caused by a lack of integrity. Integrity plays an 

important role in the procurement of goods and services and influences the process of procuring goods and 

services holistically. Lack of integrity in the procurement organization can result in a lack of objectivity in 

technical evaluation and qualifications especially during the evaluation of bid proposals, prices, etc. (Huda et al., 

2017). 

In addition, there are other factors that can influence the variables of e-procurement implementation 

and integrity towards fraud prevention, namely intention. Intention comes from the English word "intention" 

which is defined as intention while fraud is broadly defined as fraud, especially in the financial sector. So that 

the intention of cheating is a desire to commit or act fraudulently by a party deliberately for personal gain. 

According to Stone (in Riyanti, 2015), the intention to engage in behavior is influenced by attitudes towards 

behavior, subjective norms, and perceived behavioral control. Attitude in behavior refers to the extent to which a 

person has a favorable or detrimental evaluation of the behavior (Beck and Ajzen in Riyanti, 2015). Riyanti 

(2015) revealed that someone commits cheating because they get a lot of benefits from the cheating they do 

rather than being honest. In addition, it is identified from human nature that is never satisfied with what one has. 

So that it causes the desire to get more than what they currently have by committing fraud (fraud). 

 

II. LITERATURE REVIEW 
Fraud Triangle Theory 

The Fraud Triangle Theory is used as a Grand Theory, every fraud that occurs is always based on 3 

(three) things, namely pressure, opportunity, and rationalization. The fraud triangle theory holds that fighting 

fraud can be done through the implementation of an effective system and how the organization is able to 

maintain an honest and ethical culture. 

 

GONE Theory 

Gone theoryexplained that the scope of fraud can be narrowed through the implementation of an 

electronic-based system within an organization. The driving factors for cheating are greed, opportunity, need, 

and exposure(Jack Balogna, 1993 in Karyono, 2013). Individuals who are greedy trigger dishonest acts and 

ignore their responsibilities in order to fulfill their personal interests and ignore the interests of others, including 

the goals of their organization. 
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E-Procurement 

Presidential Decree Number 54/2010, electronic procurement or e-Procurement is the procurement of 

goods/services carried out using information technology and electronic transactions in accordance with statutory 

provisions. Meanwhile, according to Willem (2012: 80) e-procurement, namely electronic procurement (e-

procurement) is the implementation of the procurement of goods and services using an electronic network 

(internet or intranet network) or electronic data interchange (EDI). 

 

Integrity 

Law Number 5 Year 2014 Article 69 paragraph 4 integrity is measured by honesty, compliance with 

statutory provisions, ability to work together, and service to the community, nation and state. Schlenker (2008) 

defines that integrity involves honesty, trustworthiness, and loyalty in safeguarding one's mandate and 

obligations, and an inability or unwillingness to violate principles without regard to the temptations, costs, and 

preferences of others. 

 

Intention 

According to Ajzen (1985), intention can be used as a factor to determine the effect of motivation on 

behavior. Intention or intention is the level of individual confidence in trying a behavior and the level of effort 

that will be used in carrying out the behavior (Ajzen, 2005). 

 

Fraud PreventionProcurement of goods / services 

COSO (in Amrizal, 2004) states that fraud prevention is an activity carried out by management in 

establishing policies, systems and procedures that ensure that the necessary actions have been taken by the board 

of commissioners, management and other personnel to provide adequate confidence in achieving objectives. 

Meanwhile, the prevention of fraud is defined by BPKP (2008a) as an integrated effort that can reduce the 

factors that cause fraud, namely opportunities, encouragement, and rationalization. 

 

Research Hypothesis 

H1 = The application of Electronic Procurement has a positive and significant effect on the prevention of Fraud 

in the procurement of goods / services. 

H2 = Integrity has a positive and significant effect on the prevention of Fraud in the procurement of goods / 

services. 

H3 = Intention to moderate the effect of the implementation of Electronic Procurement on the Prevention of 

Fraud in the Procurement of goods / services. 

H4 = Intention to moderate the influence of Integrity on the Prevention of Fraud in the Procurement of goods / 

services. 

 

III. RESEARCH METHODS 
Research Approach 

The approach used in this research is a quantitative approach. This type of research is a causal research 

which is a type of research with the characteristics of the problem in the form of a causal relationship between 

two or more variables. 

 

Types and Sources of Data 
The type of data used is qualitative data based on grouping the source using primary data. The data 

source in this study is primary data, where this data is obtained directly by providing a list of questions that have 

been previously prepared using a questionnaire which is then distributed to the respondents who have been 

determined. 

 
Data collection technique 

The type of data needed in this study is primary data, namely data obtained by distributing a 

questionnaire. To obtain the data needed in this study, an instrument in the form of a questionnaire was used 

which was adopted from several previous studies and will be modified according to research needs. 

 
Population and Sample 

The population in this study was the Makassar City Government's Regional Apparatus Organization 

which recorded as many as 57 of Regional Apparatus Organization . The sampling method used in this study is 

non-probability, namely purposive sampling, which means that the research sampling is carried out 

independently as desired by the researcher (Sekaran, 2016). The sample criteria / indicators in this study 



The Effects Of E-Procurement Implementation And Integrityto Fraud Prevention Against .. 

* Corresponding Author: Abdalftah Elbori                                                                                                 14| Page 

specifically are (1) Government's Regional Apparatus Organization, which consists of the state civil apparatus; 

(2) Involved in procurement activities. The respondents consisted of (1) budget users / budget users; (2) 

commitment maker official; (3) procurement service unit; (4) technical activity executorand (5) procurement 

committee. The Government's Regional Apparatus Organization that were sampled in this study were 39 of 

Government's Regional Apparatus Organization consisting of 22 authorities, 2 divisions, 2 agencies and 13 sub-

districts within the Makassar City government. 

 

Data analysis technique 

Data analysis in this study was carried out using the IBM SPSS Statistics 23 application. This 

application was chosen because it suits the needs and the ease in operating procedures. Data analysis in this 

study begins with descriptive analysis, data quality testing, classical assumption testing and hypothesis testing 

using regression analysis. 

 

Data Quality Test 
Validity test 

The method of calculating the validity of the instrument in this study was carried out using the SPSS 

Statistics 23 tool. If the results of the statement item scores in the instrument have a positive correlation with the 

construct scores, the instrument can be said to be valid or the results of the Correlations table show a 

significance <0.05. 

 

Reliability Test 
To find out which instruments we use are reliable or not, the tools of the SPSS Statistics 23 program 

are used. In making decisions, an instrument is said to be reliable if the Cronbach Alpha value is greater than 

0.70. 

 

Classic assumption test 

Normality test 

The normality test aims to test whether in the regression model, the residual variables have a normal 

distribution or not. The normality test in this study uses the normal probability plot (np plot) test. The data is 

said to be normally distributed with the data distribution criteria following the diagonal line. Meanwhile, if the 

data spreads far from the diagonal line or does not follow the diagonal direction, the regression model does not 

fulfill the assumption of normality. 

 

Multicollinearity Test 

Multicollinearity test aims to test whether the regression model found a correlation between independent 

variables (independent). A good regression model should not have a correlation between the independent 

variables. Multicollinearity can be seen with the Variance Inflation Factor (VIF), if the VIF value is <10 and the 

tolerance value> 0.10 then there are no symptoms of multicollinearity. 

Heteroscedasticity Test 
Heteroscedasticity test aims to determine the presence of heteroscedasticity using a scatter plot graph, 

namely by looking at certain patterns on the graph, where the X axis is the predicted Y and the X axis is the 

residual (Y prediction - Y actually). 

 
Hypothesis testing 

The analytical model used to test the hypothesis using Moderated Regression Analysis (MRA). This 

regression analysis was carried out in two stages of testing. The first stage is multiple regression which is carried 

out in the absence of a moderating variable. The second stage is regression which is carried out by the 

interaction between the variables and the independent variables. The model developed for this analysis is as 

follows: 
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X1Z + b4X2Z + e 

 

Multiple Regression Analysis Testing (t-test) 
The t test statistic is used to independently test the relationship between the independent variable (X) and the 

dependent variable (Y) (Sugiyono, 2013: 235). The steps in making the decision for the t test are as follows. 

a. Ho: β = 0, the implementation of e-procurement and integrity has no effect on the prevention of fraud in the 

procurement of goods / services. 

b. Ha: β ≠ 0, the implementation of e-procurement and integrity affects the prevention of fraud in the 

procurement of goods / services. 
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To find t table, it is calculated by df = nk-1, where n is the number of respondents and k is the number 

of variables. The 5% real level can be seen using statistical tables. The value of t table can be seen using table t. 

The basis for decision making is. 

a. If t> t table, then Ha is accepted and Ho is rejected. 

b. If t <t table, then Ha is rejected and Ho is accepted. 

Decisions on arithmetic statistics and table statistics can also be made on the basis of probability. 

a. If probability> significant level, then Ha is accepted and Ho is rejected. 

b. If the probability <significant level, then Ha is rejected and Ho is accepted. 

 

Testing of Moderated Regression Analysis 
Moderated Regression Analysis (MRA) is a test to find out whether a moderating variable will 

strengthen or weaken the relationship between the independent variable and the dependent variable.(Ghozali, 

2013) states that there are three regression testing models with moderating variables, namely the interaction test 

(MRA), the absolute difference value test and the residual test. This study also uses the MRA test which is a 

special application of multiple regression where the regression equation contains an element of interaction 

(multiplication of two or more independent variables). 

 

IV. RESEARCH RESULTS 
Test the Validity and Reliability of Research Instruments  

 The result of validity testing for all items obtained a significant value of the indicator <0.05, so it can 

be stated that all statement items on the instrument are valid. Reliability test results show that the Cronbach's 

alpha value of all variables is greater than the standard alpha coefficient value of 0.70. This states that the 

instruments used in this study are reliable (reliable). 
 

Normality test 

 The statistical normality test was carried out using the normal probability plot (np plot) test. Based on 

the figure, the data distribution is around the diagonal line. Therefore, the data collected is declared to meet the 

normality assumption and can be used to test the hypothesis. 
 

Multicollinearity Test 

 The multicollinearity test aims to test the relationship between independent or independent variables. 

The independent variables in the multiple regression model are expected not to be related to each other to avoid 

bias in the results of hypothesis testing. Multicollinearity assumption criteria are based on the tolerance value (> 

0.1) and the VIF value (<10). Vice versa, namely the tolerance value (<0.1) and the VIF value (> 10), it can be 

concluded that there is multicollinearity. Good research results indicate that there is no multicollinearity in the 

results of the study. Following are the results of the multicollinearity assumption test. 
 

Heteroscedasticity Test 

 In the data distribution graph (scatterplot), it can be seen that the graph does not show a certain pattern 

and is scattered on the top and bottom of the origin point (number 0). So it can be stated that the data collected 

does not meet the heteroscedasticity element and can be used to test the hypothesis. 
 

Multiple Regression Analysis (t-test)1)  

a. The effect of e-procurement implementation (X1) on the prevention of fraud in the procurement of 

goods / services (Y). 

In the variable of e-procurement application (X1), the probability value is 0.005. Because the 

probability value is less than 5% (0.001 <0.050), partially the e-procurement implementation variable (X1) has a 

significant effect on the variable procurement of goods / services fraud prevention (Y). Based on the coefficient 

value of 0.046, it means that it has a positive effect. This means that the better the implementation of e-

procurement (X1), the better the prevention of fraud in procurement of goods / services (Y). Conversely, the less 

good the implementation of e-procurement (X1), the less good it will be to prevent fraud in the procurement of 

goods / services (Y). 

 
b. Effect of integrity (X2) on the prevention of fraud in the procurement of goods / services (Y). 

In the integrity variable (X2), the probability value is 0.000. Because the probability value is less than 

5% (0.001 <0.050), partially the integrity variable (X2) has a significant effect on the fraud prevention variable 

in the procurement of goods / services (Y). Based on the coefficient value of 0.516, it means that it has a 

positive effect. This means that the higher the level of integrity (X2), the higher the prevention of fraud in the 
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procurement of goods / services (Y). Conversely, the lower the level of integrity (X2), the lower the prevention 

of fraud in the procurement of goods / services (Y). 

 
Moderated Regression Analysis 
a. The effect of the e-procurement implementation (X1) on the prevention of fraud in the procurement of 

goods / services (Y) which is moderated by the intention (Z). 

The variable of e-procurement implementation (X1) after interacting with the intention variable (Z) has a 

probability value of 0.009 below the standard significance value of 0.05. This indicates that the intention 

moderates the effect of the application of e-procurement on the prevention of fraud in the procurement of 

goods / services. The coefficient for the interaction of e-procurement implementation (X1) and intention (Z) 

is 0.001 indicating that it has a positive effect, which means that the intention variable strengthens the effect 

of e-procurement implementation on the prevention of fraud in the procurement of goods / services. The 

results of data analysis also show that the moderating variable in this study, namely intention, is a pure 

moderator variable. Pure moderating variables are variables that moderate the relationship between the 

independent variable and the dependent variable. 
b. Effect of integrity (X2) on the prevention of fraud in the procurement of goods / services (Y) which is 

moderated by intention (Z). 

The integrity variable (X2) after interacting with the intention variable (Z) has a probability value of 0.000 

below the standard significance value of 0.05. This shows that the intention moderates the effect of integrity 

on the prevention of fraud in the procurement of goods / services. The coefficient for the interaction of 

integrity (X2) and intention (Z) is 0.007 indicating that it has a positive effect, which means that the 

intention variable strengthens the effect of integrity on the prevention of fraud in the procurement of goods / 

services. The results of data analysis also show that the moderating variable in this study, namely intention, 

is a pure moderator variable. Pure moderating variables are variables that moderate the relationship between 

the independent variable and the dependent variable. 

 

V. DISCUSSION OF RESEARCH RESULTS  
The of e-procurement implementation has a positive and significant effect on the prevention of fraud in 

the procurement of goods / services on the government of makassar city. 
The hypothesis which states thate-procurement implementation has a positive and significant effect on 

the prevention of fraud in the procurement of goods / services on the government of makassar cityis empirically 

accepted.This also obtained a positive direction between the relationship between the two variables. This means 

that the better the implementation of e-procurement carried out by the on the government of makassar 

cityRegional Apparatus Organization, it will have a good effect on preventing fraud in the procurement of goods 

/ services. 
Based on the fraud triangle theory concept, fraud in the procurement of goods / services is caused by 

opportunities, pressures and rationalization. By implementing e-procurement, it can minimize the opportunity 

(opportunity) to commit fraud (fraud). This is because fraud does not only occur when there is pressure but also 

when the fraudster sees an opportunity to commit fraud. 
The results of this study support the results of previous studies such as research conducted by 

Nugroho's Research (2015), M.Salim (2016) and Akbar (2019) showing that the e-procurement system has a 

significant and positive effect on the prevention of fraud in government procurement of goods / services. This 

means that the better e-procurement is implemented in the procurement process, the efforts to prevent fraud can 

be increased. 

 
Integrity has a positive and significant effect on the prevention of fraud in the procurement of goods / 

services on the government of makassar city. 
The hypothesis which states that integrity has a positive and significant effect on the prevention of 

fraud in the procurement of goods / services on the government of makassar cityis empirically accepted. This 

also obtained a positive direction between the relationship between the two variables. This means that the higher 

the integrity possessed by the on the government of makassar cityRegional Apparatus Organization, the higher 

the prevention of fraud in the procurement of goods / services carried out. 
Based on the fraud triangle theory concept, fraud in the procurement of goods / services is caused by 

opportunities, pressure, and rationalization. Integrity possessed by each individual can minimize the opportunity 

(opportunity) to commit fraud (fraud). This is because fraud does not only occur when there is pressure but also 

when the fraudster sees an opportunity and rationalization (justification) for committing fraud. A person who 

has integrity will be honest, brave, wise and responsible in making decisions. Individuals with high integrity will 
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have little potential to commit fraud even though they have high competence and know the gaps to cheat in the 

implementation of goods / services procurement. 
The results of this study support the results of previous studies such as research conducted by Putu 

Feny Kharisma Dewi, et al. (2017) and Wulandari (2018) explaining that integrity has a significant positive 

effect on fraud prevention. This result means that the higher the integrity, the higher the prevention of fraud. 
 

The intention to moderate the effect of the application of e-procurement on the prevention of fraud in the 

procurement of goods / services on the government of makassar city. 
The hypothesis which states that the intention moderates the effect of the application of e-procurement 

on the prevention of fraud in the procurement of goods / services on the government of makassar cityis 

empirically accepted. This also obtained a positive direction between the relationship, meaning the intention to 

strengthen the relationship between the implementation of e-procurement and the prevention of fraud in the 

procurement of goods / services on the government of makassar city. 

Based on the fraud triangle theory concept, fraud in the procurement of goods / services is caused by 

opportunities, pressures and rationalization. This study reflects one of the elements of the fraud triangle theory, 

namely the rationalization related to the intention (intention) not to commit fraud in the procurement of goods / 

services through attitudes towards fraud behavior, subjective norms and behavioral control. If someone 

perceives or perceives it is easy to commit fraud and an environment that supports fraud, then that person will 

have the intention of committing fraud, which in turn will commit fraud. These factors can be called self-

efficacy beliefs from the fraudsters that become the intention to commit fraud. These norms influence 

individuals to commit fraud (Beck and Ajzen 1991a). If individual behavior control is weak in an environment 

that is tolerant of fraud, it is predicted that this will lead to fraud. In addition, the implementation of e-

procurement can also minimize the opportunity to commit fraud because almost all processes and stages of 

procurement of goods and services are carried out through internet-based information technology facilities (web 

based). 

The results of this study support the results of previous studies such as research conducted by Zulaikha 

(2016), the results of the study show that fraud in government procurement of goods / services is significantly 

influenced by weaknesses in the procurement system, lack of quality of procurement implementers, as well as 

fraudulent intentions from procurement implementers. . But according to research researchers, researchers have 

not found research on the intention to moderate the application of e-procurement to prevent fraud in the 

procurement of goods / services. So that this becomes the reason for researchers to conduct research on the 

effect of the application of e-procurement on the prevention of fraud in procurement of goods / services that is 

moderated by the intention. It turns out that the results obtained are the intention to strengthen the effect of e-

procurement implementation on the prevention of fraud in the procurement of goods / services. 
 

The intention to moderate the effect of integrity on the prevention of fraud in the procurement of goods / 

services on the government of makassar city. 
The hypothesis which states that intention moderates the effect of integrity on the prevention of fraud 

in the procurement of goods / services on the government of makassar city is empirically accepted. This also 

obtained a positive direction between the relationship, meaning the intention to strengthen the integrity 

relationship to the prevention of fraud in the procurement of goods / services on the government of makassar 

city. 
Based on the fraud triangle theory concept, fraud in the procurement of goods / services is caused by 

opportunities, pressures and rationalization. This research reflects one of the elements of the fraud triangle 

theory, namely the rationalization related to the intention (intention) not to commit fraud in the procurement of 

goods / services. The rationalization aspects based on the Fraud Triangle theory are attitude, subjective norms, 

and perceived behavioral control.If each individual has the intention (intention) not to commit fraud and is 

followed by high integrity, it can minimize the opportunity (opportunity) to commit fraud (fraud). This is 

because fraud does not only occur when there is pressure but also when the perpetrator of fraud sees an 

opportunity and rationalization (justification) for committing fraud. A person who has integrity will be honest, 

brave, wise and responsible in making decisions. Individuals with high integrity will have little potential to 

commit fraud. 
The results of this study support the results of previous research such as research conducted by 

Mustika, Hastuti, and Heriningsih (2016), which revealed that the intention of fraud occurs as a result of less 

strict enforcement of regulations, unethical behavior, and subordinates who take advantage of opportunities 

based on information from superiors, and the effectiveness of internal control. However, according to research 

researchers, researchers have not found research on the intention to moderate integrity towards preventing fraud 

in the procurement of goods / services. So that this becomes the reason for researchers to conduct research on 

the effect of integrity on the prevention of fraud in procurement of goods / services which is moderated by 
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intention. It turns out that the results obtained are the intention to strengthen the influence of integrity on the 

prevention of fraud in the procurement of goods / services. 
 

VI. CONCLUSION 
1. The application of e-procurement has a positive and significant effect on the prevention of fraud in the 

procurement of goods / services in the Makassar City Government. 

2. Integrity has a positive and significant effect on the prevention of fraud in the procurement of goods / 

services in the Makassar City Government. 

3. The intention to moderate the effect of the application of e-procurement on the prevention of fraud in the 

procurement of goods / services in the Makassar City Government. 

4. The intention to moderate the effect of integrity on the prevention of fraud in the procurement of goods / 

services in the Makassar City Government. 

 

VII.   SUGGESTIONS 
1. It is better if data collection is not carried out at the end of the year, where basically every Regional 

Apparatus Organization is preoccupied with various year-end budget activities to avoid filling the 

questionnaire hastily and to maximize the return of the questionnaire. 

2. In future studies, it can expand the study population. This expansion can be in the form of adding to the 

geographic scope, respondents or increasing the number of respondents. 

3. This research only focuses on ethics and systems in an effort to prevent fraud in the procurement of goods / 

services, it is hoped that in future studies to add other factors such as leadership style, the role of internal 

audit and the whistleblowing system. 

4. To reduce the level of fraud in the procurement of goods / services, it is necessary to have commitment from 

the procurement apparatus and the role of the internal auditor as a supervisory function. 

5. Future research on this topic should use methods other than quantitative methods, for example using 

qualitative methods or mix methods. 
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